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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Kutai Timur.



BUPATIKUTAITIMUR
PROVINSIKALIMANTANTIMUR

-3 -

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dirias adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang
Pariwisata.

6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam
susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasa12

(1) Dinas merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas
Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Destinasi dan lndustri Pariwisata;
d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
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f. Bidang Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi;
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan di bidang

Pariwisata; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan

dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (I) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN
kepada semua unsur dilingkungan Dinas.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada ayat (Q), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang

milik Daerah; dan
d. pengelolaan urusan ASN.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
d. penyusunan Penetapan Kinerja;
e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur /kepegawaian;
f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
1. pelaksanaan pembeliany pengadaan atau pembangunan asset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;

J. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam
rangka penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
1. pengelolaan anggaran;
m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar

Operasional dan Prosedur;
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r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/ atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PD;
u. penyampaian data hasil pernbangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala memalui website Pemerintah Daerah;
v. pengevaluasian dan pelaporan npelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
x. sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa16

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan

rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan

inventarisasi aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi

yang berlaku;
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d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik Daerah
berdasarkan keten tuan Peraturan perundang -undangan;

e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasa17

(1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(2) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan
program dan kegiatan bidang, pelaksanaan pembinaan pengkordinasian,
pengendalian, evaluasi, pengawasan program dan kegiatan dalam
lingkungan bidang.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi;
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat

dalam rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang
destinasi dan industri pariwisata untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas,

b. mermrnpm, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas pengelolaan bidang destinasi dan industri
pariwisata;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata
meliputi:
1. kemitraan usaha pariwisata;
2. standar usaha pariwisata;
3. sertifikasi usaha pariwisata;
4. investasi usaha pariwisata; dan
s. pendataan kunjungan wisata;
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d. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang
pengembangan infrastruktur, ekosistern, objek dan daya tarik wisata,
serta pemberdayaan masyarakat diseluruh wilayah kecamatan melalui
pembentukan kelompok sadar wisata berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata kepada Kepala Dinas;

f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan bidang destinasi dan industri pariwisata sebagai landasan
dalam pelaksanaan tugas;

g. rnembagi habis tugas pada bidang destinasi dan industri pariwisata
kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan
tanggung jawabnya; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 8

(1) Bidang Pernasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis Sub Strategi
dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran
Pariwisata, Pengembangan pemasaran Pariwisata dalam dan Iuar negeri.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi;
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam

rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang pemasaran
pariwisata untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas pengelolaan bidang pemasaran pariwisata;
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c. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, instansi
terkait, dan stakeholder untuk pengembangan pasar;

d. perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi
pemasaran.

e. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana
kornunikasi pemasaran pariwisata;

f. pelaksanaan promosij pemasaran potensi pariwisata di dalam dan luar
negen;

g. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan bidang pemasaran pariwisata sebagai landasan dalam
pelaksanaan tugas;

h. membagi habis tugas pada bidang pemasaran panwisata kepada
bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung
jawabnya;

1. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja
selanjutnya;

J. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

PasaI9

(1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas: menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan lndustri Pariwisata.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi;
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a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekrctariat dalam
rangka penyusunan Program Kerja serta rencana kerja bidang
Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta
melaksanakan tugas pengelolaan

memantau bawahan dalam
bidang Pengembangan Ekonomi

Kreatif;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Propinsi, instansi terkait, dunia

usaha, Kabupaten dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi
kreatif;

d. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang Riset, Edukasi, pengembangan dan infrastruktur
ekonomi kreatif;

e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif
terkait Akses permodalan dan pemasaran produk Ekonomi Kreatif;

f. pemberian fasilitasi pembuatan Zpenetapan HKI, hubungan an tar
lembaga dan wilayah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;

g. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
kepada kepala dinas;

h. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai landasan dalam
pelaksanaan tugas;

1. membagi habis tugas pada bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan
tanggungjawabnya;dan

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala
bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala
Dinas.
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(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
menghimpun , mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta
melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Kelembagaan Kerjasama dan Usaha Jasa fungsi;
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam

rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dijadikan bahan
acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas pengelolaan bidang Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Propinsi, instansi terkait, dunia
usaha, Kabupaten dan stakeholder untuk pengembangan Sumber Daya
kepariwisataan;

d. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program
pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hubungan
kelembagaan kepariwisataan, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

(1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang Kepariwisataan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan
Bupati.
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Bagian kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan
mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas

. .masmg-rnasing.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
keten tuan pera turan perundang -undangan.

BABIV
TATAKERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub
Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-
masmg.
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(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Perangkat Dacrah, wajib bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan

inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mcrnatuhi ketentuan
dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan
laporan tcpat.

(2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris
dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Dinas.

(3) Sctiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional
mernpunyai hubungan kerja.
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Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Kepada Sekretaris, Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan
kesesuaian bidang tugasnya.

BABV
KEPEGA WAIAN

Pasal 17

(1) Kopala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IlIIa dan Kepala Bidang eselon
IU/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon
IVI a atau jabatan pengawas.

(2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III
atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas
diangkat diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan
pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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